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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG LAUT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar wilayah 

Indonesia merupakan modal strategis nasional untuk 

pembangunan yang perlu direncanakan dan dikelola 

secara baik dan benar; 

  b. bahwa pengelolaan ruang laut yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan 

pengendalian dilakukan untuk melindungi sumber 

daya dan lingkungan serta untuk memanfaatkan 

potensi sumber daya atau kegiatan di wilayah laut 

yang berskala nasional dan internasional; 

  c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan ruang laut 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan 

rencana tata ruang laut yang lebih rinci; 

  d. bahwa rencana tata ruang laut merupakan hasil dari 

proses perencanaan tata ruang laut sebagaimana 

diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan sebagai 

komplemen dari Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
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d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Rencana Tata Ruang Laut; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 

Pengesahan United Nations Convention on the Law of 

the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5603); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA 

RUANG LAUT. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang 

menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-

bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan 

geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, 

dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan dan hukum 

internasional. 

2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut 

dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar 

Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan 

permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil. 

3. Tata Ruang Laut adalah wujud Struktur Ruang Laut 

dan Pola Ruang Laut. 

4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat 

pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana 

dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 

hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang 

Laut dalam Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.  

6. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat 

RTRL adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang 

Laut. 

7. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan 

kepulauan, dan Laut teritorial yang di dalamnya 

negara memiliki kedaulatan dan dapat 

memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan dan hukum internasional. 

8. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah 

negara yang terdiri atas zona tambahan, zona ekonomi 

eksklusif, dan landas kontinen, dimana negara 
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memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu 

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dan hukum internasional. 

9. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut 

Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan 

untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 

gangguan keutuhan bangsa dan negara. 

10. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari 

perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi 

berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur Laut 

yang setara dengan kawasan budi daya dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang Penataan 

Ruang. 

11. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri 

khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan 

Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang 

setara dengan kawasan lindung dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang Penataan Ruang. 

12. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat 

KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 

penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, 

budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang 

telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. 

13. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya 

disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan 

kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup 

dan/atau situs warisan dunia, yang 

pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan 

nasional.  

14. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya 

disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal 

tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, 
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budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di 

dasar Laut. 

15. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat 

kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan 

Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar 

Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat 

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya 

karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau 

kebudayaan melalui proses penetapan. 

16. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang 

meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa 

teluk, selat, dan Laut. 

17. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang 

mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang 

Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap 

kawasan/zona peruntukan. 

18. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang 

selanjutnya disingkat SKPT adalah pusat bisnis 

Kelautan dan Perikanan terpadu mulai dari hulu 

sampai ke hilir berbasis kawasan. 

19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau 

sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) 

beserta kesatuan ekosistemnya. 

20. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat 

PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik 

dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis 

pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum 

internasional dan nasional. 

21. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara 

lain, untuk alur-pelayaran, pipa dan/atau kabel 

bawah Laut, dan migrasi biota Laut. 

22. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi 

kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran 

lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 

23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
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